PEMKAB TEGAL SERAHKAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
(DPA) DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
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Isi Berita:

KBRN, Slawi : Pemerintah Kabupaten Tegal menyerahkan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Tegal Tahun 2024 senilai Rp3,08 triliun kepada seluruh
kepala organisasi perangkat daerah di lingkungannya dengan disertai
penandatanganan perjanjian kerja tahun 2025 di Gedung Dadali, Selasa
(7/1/2025).

Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Amir Makhmud mengatakan
penyerahan DPA ini merupakan momentum penting perjalanan

pelaksanaan pembangunan daerah selama satu tahun ke depan, terlebih
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tahun ini merupakan tahun transisi kepemimpinan Bupati dan Wakil
Bupati Tegal terpilih.

Tonggak baru perjalanan pembangunan daerah ini harus didukung
pengelolaan keuangan yang semakin baik, transparan, akuntabel, efektif
dan efisien di mana semangat kolaborasi dan inovasi menjadi landasan
terkuatnya dalam menjalankan setiap agenda kerja dan pembangunan
Kabupaten Tegal.

“Ini adalah kesempatan emas kita untuk memulai babak baru
pembangunan daerah. Tentunya ini harus dilandasi semangat kolaborasi
dan inovasi untuk menggerakkan kerja-kerja di pemerintahan, terutama
sektor pelayanan publik,” ucap Amir Makhmud melalui rilis Humas
Pemkab Tegal kepada RRI Purwokerto, Jum'at (10/1/2025).

Pihaknya juga mengapresiasi kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(TAPD), Badan Pengelola Kuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan seluruh
perangkat daerah yang telah bekerja keras menyusun APBD Kabupaten
Tegal Tahun 2025.

Pemkab Tegal dan DPRD Kabupaten Tegal sebelumnya telah menetapkan
belanja APBD Kabupaten Tegal Tahun 2025 sebesar Rp3,08 triliun yang
terdiri atas belanja operasional Rp2,26 triliun dan belanja modal Rp312,82
miliar.

Adapun pendapatan APBD 2025 ini ditetapkan Rp2,88 triliun, di mana
75,46 persennya diperoleh dari pendapatan transfer dan lain-lain
pendapatan yang sah serta 24,53 persen dari pendapatan asli daerah
(PAD).

Melalui kebijakan ini, terdapat defisit anggaran sebesar Rp200,61 miliar
yang rencananya akan ditutupi melalui pembiayaan netto.

Sekda Amir juga menekankan pentingnya pelaksanaan program
unggulan dan prioritas yang harus dibarengi dengan prinsip efisiensi dan

pengawasan yang Ketat.
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Program unggulan tersebut antara lain peningkatan kualitas jalan dan
jembatan, pengelolaan persampahan, hingga digitalisasi pelayanan publik
untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat (IKM).

Lebih lanjut, Amir menyatakan setiap perangkat daerah harus fokus pada
keberlanjutan program, sekalipun ada pergantian kepemimpinan.

Tujuannya agar target pembangunan Kabupaten Tegal bisa dicapai

maksimal seperti peningkatan IKM menjadi 83,15, pertumbuhan ekonomi
5,85 persen, dan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,65 persen.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Tegal Bangun Nuraharjo
menyampaikan capaian positif yang berhasil diraih tahun 2024, termasuk
predikat A pada Indeks Kepala Daerah dan Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) yang didapatkan selama delapan tahun berturut-turut.
“Penyesuaian anggaran akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, terutama terkait pendapatan transfer ke daerah dan dana desa,”
ujarnya.
Menurut Bangun, dengan semangat kerja sama dan fokus pada prioritas
pembangunan, Pemerintah Kabupaten Tegal optimis dapat menjalankan
semua agenda program kerja dengan baik dan mencapai target yang telah
ditetapkan di tahun 2025 ini. (Arif Rahman)
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Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah
yang ditetapkan dengan Perda.
APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam
rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan
pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran
APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai
dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang
diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus
disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga
kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap
laporan APBD.!

Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan

program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang

diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-SKPD.?

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah:

a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk
melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

b. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah
dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam
APBD.

! Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari:

PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media

(ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

> Ibid
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c. Pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a) Belanja Daerah; dan
b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

d. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana
dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Disclaimer:
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan
sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai

nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi
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